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<b>ABSTRAK</b><br>

Salah satu sebab perpindahan hak menurut hukum islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah

orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam hukum islam tidak

mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua terhadap anaknya, namun yang diatur adalah

ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa

pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya

sebagaimana diatur ketentuannya dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tesis ini penulis

membahas mengenai hibah berupa tanah berikut bangunan yang diberikan oleh Rusdy Bobsaid kepada

anaknya yang bernama Abdul Basith. Hibah tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4

(empat) tahun kemudian Rusdy Bobsaid mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik yang dalam

gugatannya ia meminta untuk dibatalkannya akta hibah tersebut karena ia mengatakan bahwa anaknya

bukan penerima hibah yang sah

karena usianya masih dibawah umur kala itu dan adanya kesalahan penulisan nomor Sertipikat di dalam akta

tersebut sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari harta hibah yang dimohonkan pembatalan pada

Pengadilan Agama dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap

menjadikan kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah dan Jika seorang

PPAT melakukan pelanggaran terkait kewenangannya maka tindakan yang dapat dilakukan adalah

memberikan surat teguran kepada PPAT yang bersangkutan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

One reason for the transfer of rights according to islamic law is with grants. Withdrawal of parent grants to

their children can be stated with Grant Cancellation. Islamic law does not regulate the provisions regarding

the cancellation of grants from parents to their children, but what is regulated is the provisions regarding

withdrawal of parent grants to their children. The author believes that the cancellation of the grant is a form

of withdrawal of parents' grants to their children as stipulated in the provisions of Islamic law and

Compilation of Islamic Law. In this thesis the author discusses the grants in the form of land and buildings

given by Rusdy Bobsaid to his son named Abdul Basith. The grant was made by Notary/PPAT Kamiliah
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Bahasuan. 4 (four) years

later Rusdy Bobsaid filed a lawsuit to the Gresik Religious Court, which in his lawsuit he asked for the

cancellation of the grant deed because he said that his son was not a legitimate recipient of the grant due to

his underage age and there was an error writing of the certificate number in the deed thus causes the deed to

become legally flawed.

This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research types and analyzed

qualitatively. The results of the research show that the legal consequences arising from the grant property

being requested for cancellation at the Religious Court with the decision to cancel the grant that has legal

force make the

ownership of the said grant property return to the grantor and if the PPAT violates the authority then the

action can be done is giving a warning letter to the PPAT concerned.


